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A. [bookmark: _Toc167786496][bookmark: _Toc167786495]LATAR BELAKANG 

Visi Indonesia 2025 “Indonesia yang maju, adil dan makmur” dicapai dengan “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan”, visi ini telah dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 ‐ 2025 , yang selanjutnya telah dijabarkan pentahapannya dalam empat periode Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Perspektif visi ini secara menyeluruh pada semua aspek pembangunan, yang ditujukan untuk pemerataan secara kewilayahan, secara sektoral dan berdasarkan pelaku pembangunan. 

Pencapaian tersebut harus memperhatikan keterpaduan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan; menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budi daya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Tuntutan implementasi kebijakan pembangunan KTI yang semakin kuat dewasa ini merupakan suatu respon kritis dari ketimpangan wilayah yang telah menjadi isu krusial pembangunan nasional, terutama karena (1) bersifat struktural, cenderung eksis dalam jangka panjang; (2) tidak dapat diatasi hanya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional; (3) menghambat kerja pasar, dan oleh sebab itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi; dan (4) memicu kerawanan (disintegrasi) sosial dan politik. Sejauh ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diidentifikasi pada tiga konteks utama, yakni: (1) Jawa versus luar Jawa; (2) Kawasan Barat Indonesia (KBI)  versus Kawasan Timur Indonesia ( KTI ) ; dan (3) Perkotaan versus Perdesaan.

Dengan demikian, dalam konteks mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, khususnya pengembangan KTI, perhatian pelaku pembangunan nasional dan khususnya di KTI harus mampu menjangkau komparasi-komparasi yang seimbang dan proporsional untuk mengatasi permasalahan disparitas pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, antara KBI dan KTI serta antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Fakta menunjukkan bahwa sekitar 70% kabupaten tertinggal di Indonesia berada di KTI, sebaliknya implementasi kebijakan alokasi keuangan negara sekitar 70% berpihak ke KBI. Artinya, diperlukan kerangka implementasi dan komitmen yang lebih konkrit dari pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ini. Diperlukan kerangka implementasi perencanaan dan penganggaran secara terpadu oleh semua kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang berpihak pada pengembangan KTI. Aspek ketertinggalan pada sejumlah kabupaten, khususnya di KTI terutama disebabkan oleh 50,81% dari aspek sarana dan prasarana, 18,35% dari perekonomian lokal, 17,41% dari sumber daya manusia, 9,38% bencana alam dan konflik, serta 4,02% dari kelembagaan daerah. Artinya, untuk mengatasi ketertinggalan kabupaten di KTI harus secara komprehensif menjangkau aspek ‐ aspek   tersebut, salah satu langkah positif yang dilakukan oleh KPDT adalah bersinergi dengan Kementerian  PU (semestinya diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya) untuk mengalokasikan pembangunan infrastruktur kabupaten tertinggal.

Karena itu, untuk membangun KTI, khususnya demi mengejar ketertinggalan dengan KBI diperlukan “Konsolidasi ‐ Inovasi ‐ Sinergi ”  dengan semua stakeholder pembangunan KTI, seperti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara perbankan dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah, antara dunia usaha dengan pemerintah. Dalam konteks ini, Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN menjalankan fungsi agen pembangunan, telah melakukan upaya inovatif melalui Papua Investment Day, dan akan menyusul Maluku Investment Day, sebuah inovasi yang diharapkan mampu menggerakkan pelaku ekonomi untuk mengakselerasi kemajuan KTI ke depan. Pola-pola  kemitraan, seperti Public-Privat Partnership (PPP), model bedah desa, model kawasan produksi, dan lain sebagainya harus mampu dilanjutkan dan lebih dikembangkan di KTI. Prinsipnya, pola pengembangan KTI harus mampu menggerakkan segenap stakeholder, sebagaimana diilustrasikan “gula pembangunan harus diaduk, agar manisnya dapat dirasakan secara merata”, diperlukan kesadaran kolektif di KTI untuk mengelola resources sebagai modal utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Potensi sumber daya KTI, khususnya pada pertanian dan pertambangan, hingga saat ini belum berkontribusi signifikan terhadap output nasional. Meskipun dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 15%,  jauh lebih besar secara nasional, tetapi dari segi besaran dana masih tergolong sangat kecil dibandingkan dana pihak ketiga yang dialokasikan untuk KBI. Celakanya, dana pihak ketiga yang dikucurkan, khususnya dari perbankan hampir 60% merupakan kredit konsumtif dan sangat kecil yang teralokasi pada investasi yang menyentuh pengembangan sektor ril. Akibatnya, pertumbuhan output dan pembukaan kesempatan kerja tetap saja terhambat. Kondisi ini semakin dipersulit dengan ketergantungan fiskal yang besar, khususnya pada DAU dan DAK yang sangat tinggi dialami oleh daerah ‐ daerah  di KTI.

Langkah strategis yang harus dikembangkan lebih konkrit lagi, antara lain diperlukan komitmen stakeholder, antara lain untuk ketersediaan infrastruktur melalui skema Public Privat Partnership dan insentif fiskal, menghindari regulasi yg menghambat investasi, keamanan, dan ketersediaan tenaga kerja, serta status tanah yang menuntut penyelesaian rencana tata ruang daerah. Selain itu, diperlukan skema kerjasama antara propinsi dan kab/kota serta perijinan yang efektif. Diperlukan manajemen pembangunan regional yang terpadu secara fungsional, antar pemerintah daerah,  selama ini kerjasama yang terbangun lebih bersifat hirarkial dengan pemerintah pusat, melalui assosiasi pemerintah daerah, dan sebagainya.

Pada sisi lain ada dorongan yang kuat untuk mendisain kembali sistem, membangun kembali institusi untuk keberlanjutan pembangunan, bukan hanya untuk kemajuan pertumbuhan masa kini tetapi menjadikan sumberdaya alam di KTI sebagai alat pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat disejahterakan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Misalnya, sistem
pengelolaan usaha dari bisnis kayu yang dikelola oleh masyarakat dan bermitra dengan sektor swasta, sehingga diversifikasi pada ownership, diharapkan manfaat/keuntungannya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Kerangka implementasi ini selanjutnya dapat jabarkan, misalnya: (1) Pemerintah mendukung kegiatan masyakarat mengelola usaha dari bisnis kayu (dan SDA alam lainnya) dengan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta; (2) Akademisi mengambil peran untuk memajukan penelitian agar dapat mendukung upaya bisnis yang dikelola masyarakat; dan (3) NGO dapat mendukung dengan peran yang relevan, seperti melakukan pendampingan untuk penguatan institusi masyarakat.

Selain itu, diperlukan kerangka implementasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkesinambungan dengan pola rehabilitasi dan konservasi. Termasuk memperhatikan pengembangan SDM yang menunjang pola sustainabilitas ini. Seluruh stakeholder memberikan kontribusi yang nyata dengan pola sustainabilitas ini dengan suatu keterpaduan usaha yang konsisten. Termasuk keterpaduan antar wilayah yang bisa memberikan sinergitas dalam meningkatkan nilai komoditas antar wilayah.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan proksi rata ‐ rata  pencapaian pembangunan manusia sebuah negara atau wilayah dalam 3 dimensi/indikator dasar pembangunan manusia: (a) Hidup yang sehat dan panjang umur, yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat kelahiran; (b) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis (melek huruf, bobot 2/3) pada orang dewasa dan Angka Partisipasi Kasar (APK, bobot 1/3) dari kombinasi pendidikan dasar dan menengah; (c) Kemampuan daya beli masyarakat atau Purchasing Power Parity (PPP) yang biasanya
dikonversi atau diproxy dengan GDP per kapita atau PDRB per kapita.

Kecuali Sulawesi Utara, 11 dari 12 provinsi se‐KTI memiliki IPM di bawah rata ‐ rata nasional (71,17). Tiga provinsi yg memiliki IPM tinggi adalah Sulawesi Utara, Maluku, dan Sulawesi Selatan, sedangkan provinsi dengan IPM rendah adalah Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi IPM di KTI yg relatif rendah sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan penduduk di wilayah tersebut. Tercatat penduduk miskin di Papua sekitar 37%, di Papua Barat sekitar 35%, di NTB sekitar 24%, dan di NTT sekitar 26% dari populasi masing‐masing provinsi. Karena kemiskinan tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah KTI memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang bermutu, meskipun saat ini telah banyak berbagai program bantuan untuk pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan masih rendahnya aksesibilitas dan kemampuan penduduk miskin untuk mendapatkan
pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, dan hal ini akan menjadi tantangan terbesar
bagi peningkatan IPM. Oleh karena itu diperlukan adanya program yang bersifat terobosan /inovasi
serta percepatan terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan oleh pemda baik provinsi dan
terutama kabupaten/kota diwilayah KTI Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh pemda provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah KTI untuk peningkatan IPM, yakni (1) memilih indikator‐indikator yang memberikan kontribusi yang cepat untuk peningkatan IPM, antara lain melalui: (a) Melaksanakan program pemberantasan buta aksara, dan peningkatan rata‐rata lama sekolah melalui perbaikan mutu pendidikan sehingga dapat mengurangi angka droup‐out dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah pada berbagai jenjang. Hal ini berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah; (b) Intervensi pada program peningkatan kedaulatan pangan dan berfokus pada peningkatan gizi serta peningkatan mutu kesehatan; (c) Mengurangi mis‐alokasi anggaran melalui mapping anggaran terutama pada wilayahwilayah yang mempunyai gizi buruk, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) tinggi, APK dan APM rendah, serta angka buta aksara tinggi. (2) Secara berkelanjutan, dengan: (a) Memprioritaskan pada program pemberantasan kemiskinan melalui program‐program pemberdayaan dalam rangka pembangunan ekonomi; (b) Prioritas pembangunan pada perkembangan anak dengan melakukan intervensi sejak anak masih di dalam kandungan baik terhadap anak maupun ibu. Demikian pula, peran serta ibu dan ayah dalam pemeliharaan anak secara bersama ‐ sama  sangat menentukan. Selain itu, telah banyak inisiatif lokal yang dapat dijadikan smart practice untuk peningkatan IPM di KTI, misalnya Kampanye ASI‐Eksklusif, tersedianya ruang menyusui ditempat bekerja ibu, kemitraan bidan dan dukun, program kelambu anti malaria dan garam beryodium, dan lain sebagainya. Untuk maksud ini diperlukan keseriusan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan recording dan selanjutnya penyebarluasan smart practice yang ada pada setiap daerah, untuk selanjutnya dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya, khususnya di KTI.

Dengan demikian, dapat dicermati sejumlah persyaratan untuk peningkatan IPM, dengan mencoba
mengambil pembelajaran pada sejumlah daerah, antara lain: (a) Harus ada komitmen yang sungguhsungguh dari kepala daerah dan kemauan dari DPRD yang berpihak pada kesejahteraan rakyat serta kesadaran dari masyarakat; (b) setiap daerah semestinya mempunyai visi tentang ke arah mana peningkatan IPM yang diharapkan seperti yang dilakukan oleh Pemda Provinsi NTB dengan gerakan 3 A : Angka Kematian Ibu Melahirkan Nol (AKINO), Angka Buta Aksara Nol (ABSANO) dan Angka Droup Out Nol (ADONO), contoh‐contoh lain semestinya lebih banyak lagi harus mampu dipublikasikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait.

Oleh karena itu dapat diusulkan sejumlah solusi yang terkait dengan peningkatan IPM di KTI, antara lain: (a) Dalam pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya IPM yang menjadi perhatian, tapi juga IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender); (b) Ikon‐ikon program dari kepala daerah sebaiknya pada program‐program yang mendukung peningkatan IPM; (c) Nilai‐nilai lokal perlu diangkat sebagai semboyan hidup dalam masyarakat seperti: semboyan hidup masyarakat Sulawesi Utara: “SITOU TIMOU TUMOU TOU” yang secara harafiah diartikan “manusia hidup untuk memanusiakan orang lain”. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan endogen yang menghendaki bahwa agar tercipta kondisi keberlanjutan, maka 3 unsur pembangunan – termasuk human development –harus tersedia, yaitu: norms (N), organization (O), dan resources (R).

Mengingat peningkatan IPM terkait dengan sejumlah kelembagaan/institusi, bukan hanya pada tingkat daerah tetapi juga pada tingkat nasional, bahkan global, maka diperlukan sinergi dan keterpaduan secara komprehensif terkait dengan peningkatan IPM, khususnya terkait dengan peningkatan layanan terhadap hak‐hak dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan visi bersama IPM pada semua lembaga/institusi terkait pada semua tingkatan, yang selanjutnya menjadi paying hukum yang bersifat mengikat pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memberikan prioritas pada program peningkatan IPM. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan pelaporan kegiatan pemerintah daerah yang kesemuanya berujung pada pengukuran tingkat pencapaian pembangunan manusia daerah bersangkutan harus mampu disikapi secara konkrit. Hal
ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas daerah dalam manajemen perencanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan IPM daerah bersangkutan.

Hal-hal itulah yang harus menjadi konsentrasi dari pemerintah daerah yang harapannya terimplementasikan dalam rencana strategis daerah untuk melakukan peningkatan pembagunan di daerah di kawasan Timur Ibdonesia ini.



B. OBJECTIVES 
Tujuan Umum:
Tujuan Umum program ini adalah untuk memberikan paradigma baru bagi para penentu kebijakan di wilayah Indonesia Timur dalam pengembangan dan pembangunan Kawasan Indonesia Timur 
Tujuan Khusus:
· Untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keahlian BAPPEDA dan anggota DPRD dalam penyusunan rancangan pengembangan kawasan Indonesia Timur.
· Untuk meningkatkan partisipasi aktif BAPPEDA dan anggota DPRD dalam penyusunan kegiatan pengembangan kawasan Indonesia Timur. 

Tercapainya tujuan di atas akan tercermin dalam 4 indikator di bawah ini :
· Pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA lebih  termotivasi dan memiliki kapasitas untuk mengembangkan rencana kerja terkait dengan pembangunan dan pengembangan daerahnya. 
· Tersedianya alat monitoring dan evaluasi (M&E tools) yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait usaha – usaha pembangunan daerahnya.
· Legislatif mampu memberikan sebuah fungsi pengawasan yang baik bagi terlaksananya kebijakan pemerintah daerah.
· DPRD mampu menjalankan fungsi inisiatif dalam pembuatan rencana strategis pembagunan daerahnya.



C. DESKRIPSI SINGKAT KEGIATAN
Assesment dan Kegiatan Pra Kondisi
Dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan projek, diperlukan asessment awal terhadap bakal calon peserta.  Asessment ini penting untuk mengetahui latar belakang, minat, posisi (jabatan) serta komitmen bakal calon peserta terhadap tujuan projek. 
Untuk itu kami akan mengirimkan questionare awal (aplication form) kepada 100 bakal calon peserta pada 50 daerah, di mana setiap daerah akan diwakili 2 (dua) orang, satu orang mewakili unsur eksekutif dan satu orang mewakili unsur legislatif. Unsur eksekutif diambil dari pejabat (sekurang-kurangnya eselon III) pada satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari unsur legislatif dipilih anggota DPRD yang duduk pada Badan Anggaran. 
Berdasarkan hasil aplication form yang diterima akan diseleksi untuk menentukan 20 daerah/40 calon peserta. Penentuan 20 daerah ini didasarkan pada scoring gabungan dua unsur tersebut. Artinya dua unsur yang terpilih harus menjamin bahwa kedua unsur tersebut harus memiliki cara pandang dan komitmen yang sama bagi pencapaian tujuan projek yang akan saling menguatkan satu sama lain sebagai satu tim. 
Selanjutnya 40 calon peserta terseleksi akan divisitasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang kondisi dan kesiapan calon peserta. Pada tahapan ini masih memungkinkan diadakan penggantian daerah, bila dalam visitasi tersebut calon peserta dianggap kurang memenuhi persyaratan. Calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dalam visitasi tersebut akan menandatangani kontrak komitmen mengikuti program ini.
1st.Roundtable 
Seri pertama workshop didesain untuk membangun pemikiran baru, wawasan baru dan kesadaran baru tentang Indonesia khususnya wilayah timur Indonesia. Kesadaran ini secara khusus menekankan bahwa membangun wilayah timur Indonesia haruslah dilihat dari jendela yang lebih luas, memperhatikan pemerintah daerah sekitar, termasuk negara tetangga. Seringkali pola perencanaan pembangunan daerah terjebak pada issue-issue lokal yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam lokal secara membabi-buta. Demikian pula implementasi pembangunan daerah cenderung menggunakan pola “bussiness as usual”. Dari tahun ke tahun, dari kepala daerah ke kepala daerah tidak terdapat perkembangan yang komprehensif dari berbagai aspek tujuan bernegara. Pergantian kepala daerah hanyalah dimaknai sebagai pembangunan landmark baru di daerah yang lebih banyak mengutamakan aksesories dan tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan dan kelangsungan antar generasi. Membangun menara mewah, gedung perkantoran mewah, tempat-tempat ibadah yang mewah namun di sisi lain kondisi masyarakat tetap miskin, tetap terbelakang, prasarana wilayah tetap buruk. 
Untuk itu pada seri pertama ini akan dibahas konsep pembangunan wilayah timur Indonesia dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
Selain itu pada seri pertama ini akan dibahas kesadaran baru tentang perencanaan strategik dari para maestro perencanaan dan marketing. Selama ini perencanaan pembangunan daerah cenderung menggunakan pola normatif dan kaku. Akibatnya perencanaan strategik yang dibuat lebih banyak mengajak masyarakat untuk sekedar bermimpi yang tak pernah bangun. Dokumen perencanaan kita tidak menjadi guidance penganggaran, tidak memberikan energy bagi pelaksana maupun masyarakatnya. 
Pemahaman akan pentingnya berpikir strategik yang dituangkan dalam bentuk perencanaan strategik dengan menggunakan pola-pola, teknik terbaru dalam bidang perencanaan diharapkan akan terjadi perubahan mindset tentang berpikir strategik dan tentang perubahan, untuk kebangkitan wilayah timur Indonesia.

2nd Roundtable
Membangun wilayah timur Indonesia tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi yang selama ini disadari atau tidak kita selalu terjebak untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dengan memberikan bobot terbesar pada bidang ekonomi. Angka-angka PDRB yang fantastik, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang melambung, angka capaian kinerja program yang hampir mendekati 100%, Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan adalah jargon – jargon  yang selalu dibanggakan dalam setiap pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 
Angka-angka yang fantastis dari indikator perekonomian di atas bisa jadi gambaran yang menyesatkan. Angka PDRB, tingkat pertumbuhan bisa jadi merupakan gambaran bahwa si pengusaha makin kaya raya sementara si miskin tetaplah miskin secara terstruktur. PAD yang selalu melebihi target bisa dimaknai sebagai gambaran pemerasan pada pengusaha. Di balik itu semua kita cenderung mengabaikan pemenuhan hak masyarakt untuk menikmati fasilitas publik yang memadai, kita cenderung mengabaikan pelestarian nilai budaya masyarakat, mengabaikan pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan kelangsungan antar generasi, mengabaikan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, serta mengabaikan keseimbangan lingkungan.
Untuk itu seri kedua dari roundtable workshop akan mengambil topik “East Indonesia’s content”. Workshop ini akan menghadirkan narasumber yang pakar di bidang: 
· Geopolitik
Geopolitik secara etimologi terdiri atas kata geo yang berarti tempat atau wilayah untuk hidup, dan politik yang berasal dari  kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau Negara, serta teia yang bermakna politik adalah kepentingan warga atau Negara. Dari sini di simpulkan bahwa geopolitik adalah kegiatan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang setiap pengambilan kebijakan  dikaitkan dengan masalah geografis atau tempat tinggal suatu bangsa ( Frederich Raztel ).

Dari terminology ini terlihat bahwa memang secara geopolitik posisi KTI agak kurang maksimal terkomodir dalam konsep dan rencana pembangunan Indonesia. Hanya sebagian kecil yang terakomodir dibandingkan keberadaan kawasan Indonesia timur secara deografis yang sangat luas dan mempunyai potensi yang sangat besar. Dari pembahasan ini diharapkan posisi KTI secara geopolitik akan meningkat sehingga semua aspek pembagunan Indonesia akan bisa merata di kawasan Indonesia Timur ini.   
· Sosial budaya
Sosial budaya bermakna kehidupan dan segala kehidupan kemasyarakatan yang menjadi suatu cultur atau budaya di masyarakat kita. Dalam hal ini kita akan melihat sejauh mana aspek sosial budaya masyarakat Kawasan Indonesia Timur mempunyai perang yang penting dalam upaya pembangunan kawasan timur Indonesia. Kita pahami bersama bahwa secara soasial budaya hampir seluruh etnis dan wilayah Indonesia mempunyai kesamaan yaitu gotong royong, keramahan,berbuat baik dan adanya rasa malu. Dari hal-hal tersebut kemudian terimplementasi di setiap daerah dengan pendekatan – pendekatan yang  sedikit berbeda. 

Secara umum untuk kawasan Indonesia Timur, kondisi soasial budayanya adalah sangat tinginya rasa gotong royong, keramahan, dan rasa malu yang masih kuat. Namun agak sedikit berbeda dalam implementasinya, di mana ketika kondisi mereka ini tersentuh dan bahkan tertekan maka akan muncul sebuah semangat perlawanan yang kuat , dan sangat kental warna kekahasannya. Hal ini bisa kita jumpai beberapa kasus di papua dan sedikitikan di Sulawesi. Inilah sebenarnya sebuah potensi yang sangat significant bagi upaya pembangunan kawasan Indonesia Timur. Tinggal masalahnya adalah bagaimana mengarahkan potensi dan keunggulan tersebut agar implementasinya menjadi lebih baik dan terarah.
· Natural resources
Natural resources adalah sumber daya alam. Kalau bicara SDA, kawasan Indonesia Timur sangat luar biasa. Ini bisa kita liat di jayapura dengan emasnya, nikel di Sulawesi, sumber daya laut di perairan Maluku , dan sebagainya. Sampai hari ini yang sangat jelas terlihat adalah adanya eksploitasi SDA kawasan Indonesia Timur yang sangat luar biasa bakik oleh lokal maupun asing, namun imbal balik yang diterima rakyat kawasan Indonesia Timur belum memadai. Ini terlihat jelas dari pembngunan yang sampai saat ini masih berjalan di negeri ini.
Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan SDA di kawasan Indonesia Timur yang luar biasa ini maka harusnya ada pemerataan pembagian hasil antara kawasan barat dan kawasan timur sehinga oembangunan nberjalan mrerata dan baik.

· Ekonomi makro
Ekonomi makro merupakan studi ilmu ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro ini mampu menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro ini dapat dipakai untuk menganalisis cara – cara terbaik untuk mempengaruhi target – target kebijakan, seperti : pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian neraca kesetimbangan yang berkesinambungan.

Dalam kontek ekonomi makro ini, sebenarnya kawasan Indonesia Timur sangat besar potensinya. Kita bisa lihat dari factor peluang pemanfaatan SDA, juga sumber daya manusia, dan peluang pasar yangcukup significant. Semua itu akan berjalan , kembali kepada kesiapan dan keseriusan pemeritah daerah, baik kabupaten/kota dan propinsi.
Pemahaman atas keempat aspek di atas diaharapkan akan tercipta kesadaran baru dalam menata dan merencanakan pembangunan daerah secara lebih komprehensif.

3th Roundtable
Seri ketiga roundtable workshop akan mengambil issue pada “Pemenuhan Standar Minimum Penyediaan Public Goods”. Issue ini bertolak dari fakta umum akan rendahnya mutu penyediaan public goods oleh pemerintah daerah, baik public goods yang berupa infrastruktur maupun yang bersifat layanan publik baik di perkotaan maupun di pedesaan .
Sebagaimana disinggung di muka, pembangunan kita kurang memperhatikan aspek ini. Kita lebih suka menimbun laut dengan alasan reklamasi sementara daratan kita masih cukup luas. Izin Amdal kita paksakan untuk keluar dan menyatakan bahwa dari sisi lingkungan “gak ada masalah”. Menimbun laut dengan menggunduli bukit, menggunduli hutan yang sudah makin langka. Banjir di mana-mana, tanah longsor makin merajalela. 
Kita lebih suka membangun landmark sebagai simbol pembangunan. Kita bangun menara nan elok, sementara jalanan tetap saja berlobang, selokan tetap saja mampet, mutu pendidikan tetaplah rendah, layanan publik tetaplah dipersulit, si miskin tetaplah kesulitan akses kesehatan, akses pendidikan, PDAM tetaplah lebih banyak kekeringan air. Listrik tetaplah terjadi pemadaman bergilir karena mengharap PLN yang terus beroperasi dengan biaya tinggi. Bahan bakar tetaplah langka. Dari tahun ke tahun kondisi ini tidak berubah. 
Selain itu keseimbangan penyediaan infrastruktur perkotaan dan pedesaan juga amat menyedihkan. Seringkali kita cenderung mengabaikan fasilitas publik untuk daerah pedesaan. Jalan Desa tidak perlu mewah, cukuplah pengerikilan, dan Pemerintah Daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran, karena mayarakat desa sudah terbiasa gotong royong. Desa tidak perlu air bersih, toh mereka sudah terbiasa minum air sumur atau air sungai. Bahan bakar (minyak tanah/gas) tidak perlu ada di desa karena mereka sudah terbiasa masak dengan kayu bakar. Anak-anak di desa tidak perlu pendidikan bermutu dan sekolah yang tingi-tinggi, karena toh mereka “cuma” akan menjadi petani/nelayan yang ilmunya cukup diperoleh dari para leluhur. Fenomena-fenomena ketimpangan kota-desa ini yang cenderung mengakibatkan anak muda di desa lebih senang “mengembara” ke kota. Desa akan dihuni oleh orang-orang tua yang konsisten, serta anak-anak muda yang tak produktif, desa akan semakin “tidak dilirik” oleh pemudanya. Desa hanyalah akan menjadi sekedar tempat bernostalgia.
Pada seri ketiga ini peserta akan didorong untuk memaparkan kondisi penyediaan “public goods” secara apa adanya. Untuk itu dalam seri ini peserta diharuskan membawa data-data kondisi infrastruktur baik perkotaan maupun pedesaan. Dari data mentah ini akan menjadi bahan diskusi pembuatan peta penyediaan public goods daerah secara faktual dan apa adanya. Selanjutnya dari mapping public goods ini akan dirumuskan perencanaan pemenuhan public goods secara bertahap sampai pada kondisi ideal.

4th Roundtable
Seri keempat atau seri terakhir dari roundtable workshop ini mengusung tema “Implementasi Teknis Perencanaan Strategik Daerah”
Setelah mengikuti tiga seri sebelumnya diharapkan para peserta telah memiliki pemahaman baru bagaimana seharusnya merencanakan pembangunan daerah secara komprehensif, berkeadilan serta tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Dengan pemahaman ini peserta diharapkan untuk dapat mengambil langkah-langkah strategik dalam setiap penganggaran daerahnya. 
Untuk itu pada seri keempat atau seri terakhir ini peserta diharapkan dapat menyusun langkah-langkah implementatif dalam perencanaan pembangunan tahunan di daerahnya. Langkah-langkah implementatif ini akan menjadi indikator kesuksesan rangkaian roundtable workshop. Rumusan-rumusan baik rumusan yang dihasilkan baik pada tataran konsep maupun tataran implementatif akan dibukukan dalam bentuk proceeding lengkap yang akan dipublikasikan. Diharapkan proceeding ini akan menjadi prototipe, sebuah model perencanaan pembangunan khas untuk wilayah timur Indonesia yang dapat diduplikasi oleh daerah-daerah lain bahkan bukan hanya di wilayah Timur Indonesia. 
Pada akhir sesi ini peserta diharapkan untuk membuat “surat komitmen implementatif” yang menandai bahwa serangkaian program ini adalah sesuatu yang layak dan patut untuk menjadi komitmen bagi pelaksanaan di daerahnya.
Pada gilirannya hal ini akan menumbuhkan rasa cinta bernegara secara lebih bertanggung jawab.

D. METODOLOGI

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa desain umum dari program ini adalah membuat kerangka berpikir yang lebih komprehensif dalam perencanaan daerah dengan memperhatikan aspek geopolitik, ketersediaan sumber daya alam, sosial budaya dan kondisi ekonomi makro daerah. Dari keempat aspek tersebut selanjutnya dilakukan komparasi terhadap tuntutan RPJM Nasional maupun RPJM Daerah serta kondisi pemenuhan public goods di masing-masing pemerintah daerah. Dari tinjauan-tinjauan ini kita akan dapat memetakan kondisi daerah secara lebih objektif yang pada gilirannya akan dapat dihasilkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih bijak demi tercapainya “Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Kerangka ini dapat dilihat pada gambar berikut:
[image: ]

Selanjutnya untuk mencapai tujuan di atas empat seri roundtable workshop diharapkan akan mampu membuat rumusan strategik model perencanaan pembangunan daerah yang sesuai bagi pemerintah daerah dalam konteks Indonesia Timur.Dalam pembahasan tema besar ini, dalam 4 kali roundtable discussion menggunakan pembahasan dari hal – hal yang sifatnya global dan mendasar kemudian bergerak menuju ke hal yang lebih fokus dan spesifik, di mana di akhir roundtable akan ada sebuah strategi pemgembangan daerah. 

Secara umum, metodologi pembahasannya dapat di pahami dari bagan kerangka program di bawah ini :


















Peserta program ini untuk setiap daerah diambil dari unsur eksekutif (Bappeda) dan unsur legislatif (Badan Anggaran). Pemilihan kedua unsur ini tidak terlepas dari proses politik dalam penganggaran daerah. Diharapkan dengan adanya unsur dari eksekutif maupun legislatif akan lebih baik dalam mewujudkan komitmen bersama dalam implementasi hasil program. Peserta yang terpilih adalah merupakan paket yang terdiri dari satu orang mewakili unsur legislatif (badan anggaran DPRD) dan satu orang mewakili eksekutif (Bappeda). Projek ini akan mengirimkan application form pada 100 orang bakal calon dari 50 daerah kabupaten/kota. Dari application form yang masuk akan diseleksi untuk menentukan 40 orang calon peserta dari 20 daerah. Seleksi ini terutama dilakukan berdasarkan tingkat/score keseriusan calon peserta. 









E. RENCANA KEGIATAN DAN TIME SCHEDULLE













F. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN 

	NO
	K E G I A T A N
	 Jumlah (Rp)

	1
	Pra operasi & Assessment Calon Peserta
	244,300,000 

	2
	Roundtable Seri Pertama
	333,100,000 

	3
	Roundtable Seri Kedua
	 344,200,000 

	4
	Roundtable Seri Ketiga
	318,800,000 

	5
	Roundtable Seri Keempat
	 314,500,000 

	6
	Closing Program
	 73,650,000 

	 
	 
	 

	J u m l a h
	1,628,550,000



   ( Detail RAB ada dalam lampiran )
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2. Membangun pusat data dan informasi serta mengolahnya menjadi pengetahuan ( Knowledge ) yang komprehensif sebagai landasan konseptual pengembangan kawasan timur Indonesia.
3. Pengembangan dan pengolahan sumber daya manusia strategis untuk meningkatkan kemampuan institusi dalam melakukan studi dan riset pengembangan kawasan timur Indonesia.
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LAMPIRAN
1. Rencana Anggaran dan Belanja ( RAB )
PRA OPERASI DAN ASSESSMENT CALON PESERTA
	No.
	Jenis Barang
	Jumlah
	Satuan
	 Harga Satuan 
	 Jumlah 

	1
	ATK & SEMINAR KIT
	 
	 
	 
	 Rp        4,000,000 

	 
	1.1.
	ATK
	1
	ls
	 Rp          3,000,000 
	 Rp          3,000,000 

	 
	1.2.
	Lain-lain
	1
	ls
	 Rp          1,000,000 
	 Rp          1,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	FOTOKOPI
	 
	 
	 
	 Rp        2,700,000 

	 
	2.1.
	Questionare
	120
	paket
	 Rp               10,000 
	 Rp          1,200,000 

	 
	2.2.
	Bahan-bahan assessment
	1
	ls
	 Rp             500,000 
	 Rp             500,000 

	 
	2.3.
	Lain – Lain
	1
	ls
	 Rp          1,000,000 
	 Rp          1,000,000 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	HONOR
	 
	 
	 
	 Rp      18,000,000 

	 
	3.1.
	Tim
	6
	orang
	 Rp          3,000,000 
	 Rp        18,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KOMUNIKASI
	 
	 
	 
	 Rp           600,000 

	 
	4.1.
	Pulsa
	6
	ls
	 Rp             100,000 
	 Rp             600,000 

	5
	AKOMODASI
	 
	 
	 
	 Rp      36,000,000 

	 
	5.1
	Akomodasi Tim Assessment
	60
	oh
	 Rp             600,000 
	 Rp        36,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TRANSPORTASI 
	 
	 
	 
	 Rp    124,000,000 

	 
	6.1
	Sewa Mobil  Harian
	40
	unit hari
	 Rp             500,000 
	 Rp        20,000,000 

	 
	6.2
	Bahan Bakar
	40
	unit hari
	 Rp             100,000 
	 Rp          4,000,000 

	 
	6.3
	Tiket - Tim Assessment (PP)
	40
	orang
	 Rp          2,500,000 
	 Rp       100,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	 
	 
	 
	 Rp      59,000,000 

	 
	7.1
	Alat Penggandaan CD
	1
	unit
	 Rp          3,500,000 
	 Rp          3,500,000 

	 
	7.2
	Pengadaan Printer
	1
	unit
	 Rp          1,500,000 
	 Rp          1,500,000 

	 
	7.3
	Pengadaan Laptop
	6
	unit
	 Rp          9,000,000 
	 Rp        54,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Dana yang Dibutuhkan
	 
	 
	 
	 Rp    244,300,000 





      THE 1ST ROUNDTABLE DISCUSSION
	No.
	Jenis Barang
	Jumlah
	Satuan
	 Harga Satuan 
	 Jumlah 

	1
	ATK & SEMINAR KIT
	 
	 
	 
	 Rp      11,650,000 

	 
	1.1.
	ATK
	1
	ls
	 Rp          5,000,000 
	 Rp          5,000,000 

	 
	1.2.
	Seminar Kit
	50
	paket
	 Rp             130,000 
	 Rp          6,500,000 

	 
	1.3.
	CD Blank
	50
	unit
	 Rp                 3,000 
	 Rp             150,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	FOTOKOPI
	 
	 
	 
	 Rp      16,750,000 

	 
	2.1.
	Modul
	50
	paket
	 Rp             150,000 
	 Rp          7,500,000 

	 
	2.2.
	Materi Slide
	50
	paket
	 Rp               25,000 
	 Rp          1,250,000 

	 
	2.3.
	Proceeding
	70
	paket
	 Rp             100,000 
	 Rp          7,000,000 

	 
	2.4.
	Lain - Lain
	1
	ls
	 Rp          1,000,000 
	 Rp          1,000,000 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	HONOR
	 
	 
	 
	 Rp    135,000,000 

	 
	3.1.
	Keynote Speaker 
	1
	orang
	 Rp        15,000,000 
	 Rp        15,000,000 

	 
	3.2.
	Narasumber
	3
	orang
	 Rp        10,000,000 
	 Rp        30,000,000 

	 
	3.3.
	Panitia 
	10
	orang
	 Rp          5,000,000 
	 Rp        50,000,000 

	 
	3.4.
	Perdiem peserta
	40
	orang
	 Rp          1,000,000 
	 Rp        40,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KOMUNIKASI
	 
	 
	 
	 Rp        1,000,000 

	 
	4.1.
	Pulsa
	10
	ls
	 Rp             100,000 
	 Rp          1,000,000 

	
	
	
	
	
	
	

	5
	AKOMODASI
	 
	 
	 
	 Rp    118,400,000 

	 
	5.1
	Hotel - Kamar Peserta
	150
	oh
	 Rp             600,000 
	 Rp        90,000,000 

	 
	5.2
	Hotel - Keynote Speaker
	2
	oh
	 Rp             850,000 
	 Rp          1,700,000 

	 
	5.3
	Hotel - Narasumber
	6
	oh
	 Rp             850,000 
	 Rp          5,100,000 

	 
	5.4
	Hotel - Panitia
	36
	oh
	 Rp             600,000 
	 Rp        21,600,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TRANSPORTASI 
	 
	 
	 
	 Rp      47,400,000 

	 
	6.1
	Sewa Mobil  Harian
	4
	unit hari
	 Rp             500,000 
	 Rp          2,000,000 

	 
	6.2
	Bahan Bakar
	4
	unit hari
	 Rp             100,000 
	 Rp             400,000 

	 
	6.3
	Tiket - keynote speaker (PP)
	1
	orang PP
	 Rp          4,000,000 
	 Rp          4,000,000 

	 
	6.4
	Tiket - Narasumber Jakarta (PP)
	2
	orang
	 Rp          4,000,000 
	 Rp          8,000,000 

	 
	6.5
	Tiket - Narasumber Makassar (PP)
	1
	orang
	 Rp          3,000,000 
	 Rp          3,000,000 

	 
	6.6
	Tiket - Panitia (PP)
	10
	orang
	 Rp          3,000,000 
	 Rp        30,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	 
	 
	 
	 Rp        2,900,000 

	 
	7.1
	Sewa LCD
	3
	hari
	 Rp             300,000 
	 Rp             900,000 

	 
	7.2
	Lain-lain
	1
	ls
	 Rp          2,000,000 
	 Rp          2,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Dana yang Dibutuhkan
	 
	 
	 
	 Rp    333,100,000 








     THE 2ND ROUNDTABLE DISCUSSION
	No.
	Jenis Barang
	Jumlah
	Satuan
	 Harga Satuan 
	 Jumlah 

	1
	ATK & SEMINAR KIT
	 
	 
	 
	 Rp     11,650,000 

	 
	1.1.
	ATK
	1
	ls
	 Rp    5,000,000 
	 Rp         5,000,000 

	 
	1.2.
	Seminar Kit
	50
	paket
	 Rp       130,000 
	 Rp         6,500,000 

	 
	1.3.
	CD Blank
	50
	bh
	 Rp           3,000 
	 Rp            150,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	FOTOKOPI
	 
	 
	 
	 Rp     16,750,000 

	 
	2.1.
	Modul
	50
	paket
	 Rp       150,000 
	 Rp         7,500,000 

	 
	2.2.
	Materi Slide
	50
	paket
	 Rp         25,000 
	 Rp         1,250,000 

	 
	2.3.
	Proceeding
	70
	paket
	 Rp       100,000 
	 Rp         7,000,000 

	 
	2.4.
	Lain - Lain
	1
	ls
	 Rp    1,000,000 
	 Rp         1,000,000 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	HONOR
	 
	 
	 
	 Rp   140,000,000 

	 
	3.1.
	Keynote Speaker 
	0
	orang
	 Rp  15,000,000 
	 Rp                      - 

	 
	3.2.
	Narasumber
	5
	orang
	 Rp  10,000,000 
	 Rp       50,000,000 

	 
	3.3.
	Panitia 
	10
	orang
	 Rp    5,000,000 
	 Rp       50,000,000 

	 
	3.4.
	Perdiem peserta
	40
	orang
	 Rp    1,000,000 
	 Rp       40,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KOMUNIKASI
	 
	 
	 
	 Rp       1,000,000 

	 
	4.1.
	Pulsa
	10
	ls
	 Rp       100,000 
	 Rp         1,000,000 

	5
	AKOMODASI
	 
	 
	 
	 Rp   122,500,000 

	 
	5.1
	Hotel - Kamar Peserta
	150
	oh
	 Rp       600,000 
	 Rp       90,000,000 

	 
	5.2
	Hotel - Narasumber
	10
	oh
	 Rp       850,000 
	 Rp         8,500,000 

	 
	5.3
	Hotel - Panitia
	40
	oh
	 Rp       600,000 
	 Rp       24,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TRANSPORTASI 
	 
	 
	 
	 Rp     49,400,000 

	 
	6.1
	Sewa Mobil  Harian
	4
	unit hari
	 Rp       500,000 
	 Rp         2,000,000 

	 
	6.2
	Bahan Bakar
	4
	unit hari
	 Rp       100,000 
	 Rp            400,000 

	 
	6.3
	Tiket - keynote speaker (PP)
	0
	orang PP
	 Rp    4,000,000 
	 Rp                      - 

	 
	6.4
	Tiket - Narasumber Jakarta (PP)
	2
	orang
	 Rp    4,000,000 
	 Rp         8,000,000 

	 
	6.5
	Tiket - Narasumber Makassar (PP)
	3
	orang
	 Rp    3,000,000 
	 Rp         9,000,000 

	 
	6.6
	Tiket - Panitia (PP)
	10
	orang
	 Rp    3,000,000 
	 Rp       30,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	 
	 
	 
	 Rp       2,900,000 

	 
	7.1
	Sewa LCD
	3
	hari
	 Rp       300,000 
	 Rp            900,000 

	 
	7.2
	Lain-lain
	1
	ls
	 Rp    2,000,000 
	 Rp         2,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Dana yang Dibutuhkan
	 
	 
	 
	 Rp   344,200,000 






     
    THE 3RD ROUNDTABLE DISCUSSION
	No.
	Jenis Barang
	Jumlah
	Satuan
	 Harga Satuan 
	 Jumlah 

	1
	ATK & SEMINAR KIT
	 
	 
	 
	 Rp    11,650,000 

	 
	1.1.
	ATK
	1
	ls
	 Rp       5,000,000 
	 Rp        5,000,000 

	 
	1.2.
	Seminar Kit
	50
	paket
	 Rp          130,000 
	 Rp        6,500,000 

	 
	1.3.
	CD Blank
	50
	bh
	 Rp             3,000 
	 Rp           150,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	FOTOKOPI
	 
	 
	 
	 Rp    16,750,000 

	 
	2.1.
	Modul
	50
	paket
	 Rp          150,000 
	 Rp        7,500,000 

	 
	2.2.
	Materi Slide
	50
	paket
	 Rp           25,000 
	 Rp        1,250,000 

	 
	2.3.
	Proceeding
	70
	paket
	 Rp          100,000 
	 Rp        7,000,000 

	 
	2.4.
	Lain - Lain
	1
	ls
	 Rp       1,000,000 
	 Rp        1,000,000 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	HONOR
	 
	 
	 
	 Rp  120,000,000 

	 
	3.1.
	Keynote Speaker 
	0
	orang
	 Rp     15,000,000 
	 Rp                      - 

	 
	3.2.
	Narasumber
	3
	orang
	 Rp     10,000,000 
	 Rp       30,000,000 

	 
	3.3.
	Panitia 
	10
	orang
	 Rp       5,000,000 
	 Rp       50,000,000 

	 
	3.4.
	Perdiem peserta
	40
	orang
	 Rp       1,000,000 
	 Rp       40,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KOMUNIKASI
	 
	 
	 
	 Rp      1,000,000 

	 
	4.1.
	Pulsa
	10
	ls
	 Rp          100,000 
	 Rp        1,000,000 

	
	
	
	
	
	
	

	5
	AKOMODASI
	 
	 
	 
	 Rp  119,100,000 

	 
	5.1
	Hotel - Kamar Peserta
	150
	oh
	 Rp          600,000 
	 Rp       90,000,000 

	 
	5.2
	Hotel - Narasumber
	6
	oh
	 Rp          850,000 
	 Rp        5,100,000 

	 
	5.3
	Hotel - Panitia
	40
	oh
	 Rp          600,000 
	 Rp       24,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TRANSPORTASI 
	 
	 
	 
	 Rp    47,400,000 

	 
	6.1
	Sewa Mobil  Harian
	4
	unit hari
	 Rp          500,000 
	 Rp        2,000,000 

	 
	6.2
	Bahan Bakar
	4
	unit hari
	 Rp          100,000 
	 Rp           400,000 

	 
	6.3
	Tiket - keynote speaker (PP)
	1
	orang PP
	 Rp       4,000,000 
	 Rp        4,000,000 

	 
	6.4
	Tiket - Narasumber Jakarta (PP)
	2
	orang
	 Rp       4,000,000 
	 Rp        8,000,000 

	 
	6.5
	Tiket - Narasumber Makassar (PP)
	1
	orang
	 Rp       3,000,000 
	 Rp        3,000,000 

	 
	6.6
	Tiket - Panitia (PP)
	10
	orang
	 Rp       3,000,000 
	 Rp       30,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	 
	 
	 
	 Rp      2,900,000 

	 
	7.1
	Sewa LCD
	3
	hari
	 Rp          300,000 
	 Rp           900,000 

	 
	7.2
	Lain-lain
	1
	ls
	 Rp       2,000,000 
	 Rp        2,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Dana yang Dibutuhkan
	 
	 
	 
	 Rp  318,800,000 







THE 4TH  ROUNDTABLE DISCUSSION
	No.
	Jenis Barang
	Jumlah
	Satuan
	 Harga Satuan 
	 Jumlah 

	1
	ATK & SEMINAR KIT
	 
	 
	 
	 Rp    11,650,000 

	 
	1.1.
	ATK
	1
	ls
	 Rp        5,000,000 
	 Rp        5,000,000 

	 
	1.2.
	Seminar Kit
	50
	paket
	 Rp           130,000 
	 Rp        6,500,000 

	 
	1.3.
	CD Blank
	50
	bh
	 Rp              3,000 
	 Rp           150,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	FOTOKOPI
	 
	 
	 
	 Rp    16,750,000 

	 
	2.1.
	Modul
	50
	paket
	 Rp           150,000 
	 Rp        7,500,000 

	 
	2.2.
	Materi Slide
	50
	paket
	 Rp             25,000 
	 Rp        1,250,000 

	 
	2.3.
	Proceeding
	70
	paket
	 Rp           100,000 
	 Rp        7,000,000 

	 
	2.4.
	Lain – Lain
	1
	ls
	 Rp        1,000,000 
	 Rp        1,000,000 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	HONOR
	 
	 
	 
	 Rp  120,000,000 

	 
	3.1.
	Keynote Speaker 
	0
	orang
	 Rp      15,000,000 
	 Rp                      - 

	 
	3.2.
	Narasumber
	3
	orang
	 Rp      10,000,000 
	 Rp       30,000,000 

	 
	3.3.
	Panitia 
	10
	orang
	 Rp        5,000,000 
	 Rp       50,000,000 

	 
	3.4.
	Perdiem peserta
	40
	orang
	 Rp        1,000,000 
	 Rp       40,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KOMUNIKASI
	 
	 
	 
	 Rp      1,000,000 

	 
	4.1.
	Pulsa
	10
	ls
	 Rp           100,000 
	 Rp        1,000,000 

	
	
	
	
	
	
	

	5
	AKOMODASI
	 
	 
	 
	 Rp  120,800,000 

	 
	5.1
	Hotel - Kamar Peserta
	150
	oh
	 Rp           600,000 
	 Rp       90,000,000 

	 
	5.2
	Hotel - Keynote Speaker
	2
	oh
	 Rp           850,000 
	 Rp        1,700,000 

	 
	5.3
	Hotel - Narasumber
	6
	oh
	 Rp           850,000 
	 Rp        5,100,000 

	 
	5.4
	Hotel - Panitia
	40
	oh
	 Rp           600,000 
	 Rp       24,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TRANSPORTASI 
	 
	 
	 
	 Rp    41,400,000 

	 
	6.1
	Sewa Mobil  Harian
	4
	unit hari
	 Rp           500,000 
	 Rp        2,000,000 

	 
	6.2
	Bahan Bakar
	4
	unit hari
	 Rp           100,000 
	 Rp           400,000 

	 
	6.3
	Tiket - keynote speaker (PP)
	0
	orang PP
	 Rp        4,000,000 
	 Rp                      - 

	 
	6.4
	Tiket - Narasumber Jakarta (PP)
	0
	orang
	 Rp        4,000,000 
	 Rp                      - 

	 
	6.5
	Tiket - Narasumber Makassar (PP)
	3
	orang
	 Rp        3,000,000 
	 Rp        9,000,000 

	 
	6.6
	Tiket - Panitia (PP)
	10
	orang
	 Rp        3,000,000 
	 Rp       30,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	 
	 
	 
	 Rp      2,900,000 

	 
	7.1
	Sewa LCD
	3
	hari
	 Rp           300,000 
	 Rp           900,000 

	 
	7.2
	Lain-lain
	1
	ls
	 Rp        2,000,000 
	 Rp        2,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Dana yang Dibutuhkan
	 
	 
	 
	 Rp  314,500,000 






CLOSING
	No.
	Jenis Barang
	Jumlah
	Satuan
	 Harga Satuan 
	 Jumlah 

	1
	ATK & SEMINAR KIT
	 
	 
	 
	 Rp    5,150,000 

	 
	1.1.
	ATK
	1
	ls
	 Rp    5,000,000 
	 Rp      5,000,000 

	 
	1.2.
	CD Blank
	50
	bh
	 Rp          3,000 
	 Rp         150,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	PENGGANDAAN
	 
	 
	 
	 Rp  11,300,000 

	 
	2.1.
	Proceeding
	100
	paket
	 Rp       100,000 
	 Rp    10,000,000 

	 
	2.2.
	Laporan Akhir
	10
	paket
	 Rp         30,000 
	 Rp         300,000 

	 
	2.3.
	Lain - Lain
	1
	ls
	 Rp    1,000,000 
	 Rp      1,000,000 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	HONOR
	 
	 
	 
	 Rp  36,000,000 

	 
	3.1.
	Tim 
	6
	orang
	 Rp    5,000,000 
	 Rp    30,000,000 

	 
	3.2.
	Desain cover, layout
	2
	orang
	 Rp    3,000,000 
	 Rp      6,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KOMUNIKASI
	 
	 
	 
	 Rp       600,000 

	 
	4.1.
	Pulsa
	6
	ls
	 Rp       100,000 
	 Rp         600,000 

	
	
	
	
	
	
	

	5
	AKOMODASI
	 
	 
	 
	 Rp  14,400,000 

	 
	5.4
	Hotel - Tim
	24
	oh
	 Rp       600,000 
	 Rp    14,400,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TRANSPORTASI 
	 
	 
	 
	 Rp    3,000,000 

	 
	6.1
	Sewa Mobil  Harian
	0
	unit hari
	 Rp       500,000 
	 Rp                   - 

	 
	6.2
	Bahan Bakar
	60
	unit hari
	 Rp         50,000 
	 Rp      3,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	 
	 
	 
	 Rp    3,200,000 

	 
	7.1
	Sewa LCD
	4
	hari
	 Rp       300,000 
	 Rp      1,200,000 

	 
	7.2
	Lain-lain
	1
	ls
	 Rp    2,000,000 
	 Rp      2,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Dana yang Dibutuhkan
	 
	 
	 
	 Rp  73,650,000 
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